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ABSTRAK

dulal diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1998 tentang pemerintahan Daarah
jan U No. 25 Tahun membawa implikasi terhadap penyelenggaraan
emerintahan dan pembangunan. Perencanaan pambangunan daerah akan
menjadi fungsi strategis pemerintah dasrah untuk manggantikan paosisi Badan
Perancana Pembangunan MNasional (BAPPEMNAS). Perencanaan pembangunan
dengan cara pandang regional  turut pula menggantikan modea| sektaral yang
nerorientazi  pada  proyek-proyek  yang  perencanaan.  p2laksanaan, dan

pendanaan sera pengawasannya berasal dan pusat.

Panelitian  im dimaksudkan  unfuk  menyidik  gambaran  perencanaan
pembangunan  kewilayahan  Propinsi  Sumatera  Barat.  Mengingat
nerkembangannya yang sangal pesat dan dikaitkan pula dengan dorongan
kebutuhan internal Sumatera Baral maka perencanaan yang mengarah pada

wilayah Sumatera Timur menjadi pricritas,

Penelitian dilakukan dengan maenggunakan metede kuantitatf sederhana dengan
menggunakan teknik analisis isi untuk mengumpulkan informasi relevan dari
dokumen Pola Dasar Pambangunan Dasrah Propinst Sumatgra Barat 2001 —

2005 dan Program Pembangunan Dagrah Propinsi (Propeda) 2001-2005.

Interpretasi atas informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa identifikasi
perencanaan pembangunan kawilayahan belum terihal fokus pada wilayah
Sumatera Timur, justru kerasama dengan pihak luar negern seakan menjadi
ariaritas, Hall ini mengakibatkan tidak adanya bangun fungsi koordinatif yang

haik dan operasional antara pemerintah Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

fkhirnya direkomendaszikan agar Pemerintah Daerah Sumatera Baral barsama
dengan organisasi-arganisasi masyarskat leading dalam inisiatif membentuk
lembaga koordinatif dalam upaya meangaoptimalkan kerjasama Sumbar, Riau dan
Jambi Kerjasama ini tentunya akan menjadi lebin strategis dalam meningkatkan

hargain Indangsia dalam forum IMS-IMT GT



I. Latar Belakang

bMulai diberlakukannya UL Mo 22 Tahun 1999 tenlang pemenntahan
Zaerah dan UL Mo 25 Tahun 18588 tenlang perimbangan Keuangan Pusat dan
Dagrah akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
sembangunan, tidak terkecuall datam penyusunan rencana  pembangunan
daerah  Kewenangan unius perencanaan pembangunan dasrah menjadi fungs
strateqis pemerintah daerah yang telah dan akan secara bertahap menggantikan
oosist Badan Perencana Pembangunan Masional (BAFPEMAS). Kini, arah
cempangunan negara nilnya adalab resultan dari perancanaan yang disusun
-l=h pemearintah dasrah kabupaten dan kota seluruh Indenesia.

Kendal demikian, tidak akan mudsh bag pemernintah unluk menyusun

I
i

rencana pembangunan dasrah yang cukup komprehensd agar dapat
*=cikan acuan program kerja lokal. Karena adz hal yang tidak dapat
- =='=gzaikan dangan hanya mengandalkan fokus perhatian pada kondes: dasrah
—==zr~g-masing. Dibutuhkan suatu kerjasama antar daerah untuk membearikan
"gear (frame) terhadap rencana program supaya dapal berdasar pada
pemahaman wilayah regional, hal yang selama ini taken for granted darn
Bappenas
Didalam LU atonome dasrah, memang karjasama lintas daarah kabupaten
dan kota diatur oleh pamearintah provins), akan tetap kenasama regional yvang
melbatkan beberapa provinsi tidak cukup terislaskan’. Padahal sekarang ini
kerjasama dalam penyusunan kebijakan pembangunan lintas provins: justru
menjadi lebih penting meangingat relatif kurangnya interaksi ragional antar
nrovinsi sslama ini selain dar koordinasi yang dilakukan Bappenas secara
nasional
Pemarinlah daerah Provinsi S3umbar agaknya fidak harus memulal dan
awal uniuk bekerazama dalam lingkup regional yang melibatkan provinst

tetangga. Dasrah Sumbar, Riau, dan Jambi telah mamilixi aset kesepaxatan

Pada pasal 9 LU Mg 22 Tahun 1228 lentang kewenangan daerah hanya dissbulsan
‘kewenangan provinsi sshagai daerah aonom mencakup kewenangan  dalam bidang
sererntanan yang bersifal lintas ®abupsten dan kolz, sarla kewenangan dalam bidang
pamerintzhan tertentu l@inmya



@rasama yang bahkan Singapura dan Malaysia iket di dalamnya yaitu.
ndonesia, Malaysia and Singapore - Growth Triangle (IMS-GT) ‘\Wadah
erjasama ini tentu dapat dijadikan wahana untuk memfasilitasi upaya koordinasi
b kepentingan anlara Sumbar, Riau. dan Jambi. Apalagi secara historis ketiga
iaerah ini pernah tergabung sebagal =atu wilayah dalam swatantra Sumatera
Tengah, Seningga adalah lazim pula kiranya membicarakan Sumbar, Riau, dan
Jampi sebagai satu kawasan atau regional, Sumatara Bagian Tengah,

Fakior lain yang akan berpangaruh secara signifikan terhadap rencana
kewiayahan area Sumalera Bagian Tengah adalah pedimbangan akan
kesetimbangan pembangunan sebagar akibat perbedaan tingkat pendapatan
dagrah Hiau, Sumbar, dan Jambi. Provinsi Hiau tahun 19981889 saja telah
menganggarkan belanja daerah mencapar 358 Milyar  Rupah, semeniara
Sumbar pada tahun yang sama hanya menganggarkan 188 Milyar Rupiah
Dengan kondisi ini dipastikan dampak ekonomi regicnainya akan sangat luar

oiasa dan akan berpengarun terhadap pola dan struktur skonomi kawasan

2. Perumusan Masalah

Ditetapkannya UU No 22 dan 25 Tahun 1922 menyebabkan perubahan
nada skala paradigmatik dalam sistermn pamerintahan daerah. Daerah kola dan
kabupaten, dulu dissbut dangan Daerah Tingkat || kabupaten dan kotamadya,
tidak lagi memiliki hubungan hirarkis dangan dasrah provinsi. Artinya pemearintah
pravins: terhacap dasrah kola dan kabupaten tidak memiliki keweanangan dalam
mengintervensi seliap kehijakan, karena pemsrintah kola dan kabupaten hanya
hertanggung jawab kepada DPRD setempat,

Sshingga memang keberadaan pamenntah provinsi szbagal daerzh
alonom adalah memfasilitas) bidang pemerintahan lintas kota dan kabupaten
sera kewenangan dalam bidang pemenniahan lainnya yang tidak atau belum
dapat dilaksanakan cleh kota dan kabupaten Sedangkan sebagal daerah

administrasi  pemarintah  provinst  menyelenggarakan  kewsanangan  bidang



pamerintanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pamearintah
dalam rangka otonomi-,

Dengan pembatasan-pembatasan kewsnangan provinsi pasca olonomi
menyebaban eksistensi pemerintah provinst terhadap unit-unit otonam dalam
lingrup ruang harus berfokus pada kemampuan untuk mengadakan koordinasi
kebijakan lintas kabupaten/ kota, dan lintas provinsi,

Kepentingan Provinst Sumatera Barat, Riau, dan  Jambi  untuk
mengadakan koordinasi kebijakan menjadi sangat utama berkenaan dengan
adarya fakiar-fakior yang menjadi potensi dan peluang untuk diskselerasikan
persembangannya secara bersama-sama Tidak saja karena mamiliki kemirinan
satiing sejarah, sosial, budaya, namun dalam seqi yang lebih fungsional mamiliki
potensi gkonomi untuk dkembangkan dalam kerangka kawasan ketika Riau
berpotansi untukx mendoarong perkembangan wilayah dengan meningkatnya
pendapatan dasrahnya pasca U Na, 25 tahurn 1999,

Fada tahun awal pelaksanaan otonami dasrah akan menad sangst
menarix bagr kita untuk menyidik adaptasi perilaku pemerintah provinsi terhadap
wewenangan yang baru dimilkinya. Sehingga apakah dengan keleluasaan yang
dimili<i pemerintah daerah  justru menjadi sangat menutup din terhadap
Ingkungannya atau sebalknya mulai mengembanakan ruang kebijakan dengan
menalankan langkan koordinatif antar propinsi.

Berdasar latar belakang dan uraian dalam pesrumusan masalah dapat
diangkat pertanyaan-partanyaan kunct sebagai berikut;

I, Apakah didalam produk rencana pembangunan daerahnya. Pemarintah
Fropinsi  Sumatera Barat memiliki  orientas) pembangunan yang
berwawasan kewilayahan khususnya terhadap Sumatera bagian Timur?

2. Bagamanakah kecenderungan orientazi pemerintah dasrah Sumatera

Baral terhadap wilayah Sumatera bagian Timur?

- Likat panielasan UL Mo 22 Tzhun 1999



3, Tinjauan Pustaka

Farubahan yang sistematis dalam paradigma pembangunan Indonesia di
masa depan adalah hal yang terpenting dengan dikeluarkannya UU atonomi
daerah. Perubahan paradigma pembangunan dengan dikeluarkannya UU
ctancmi daerah menurut Emil Salim meliputi:

pertama. dan sentralisas! pemenniatan o bogkal psmerintah
posar kepaoa desentrabisasi dengan wewenang pemerintah olah
pemanntall pusal kepads daerah olonom waluk mangatiur dan
meEnguwis  kepsnlingan  masyarakal  setemast berdasarian
acpiresi masyarakal Kedua polsz pengambidan keputusan dan

aas menfadi di bawah Kaiiga dart pandekatan pembangunan
secforal ke  pembanguaan  cegianal  holisik. Kesmpal  dan

pembangunan dengan wiayah negarg yang dominan ke wigyah
masyarakal madan! (ol socigly spherel. Kehma, dan pola
pembanguinan yang  berorentzsi pada ekonomi ke pola
pemnangiinan  yang  menpelurul toral  ekonorme-sosial-politik-
hidaya-dan sgama’

Kondisi yang dipaparkan pada kulipan diataz mestinga manjadi syarat
dalam perencanaan pembangunan daerah i masa dapan. Hal yang paling
menank adalah pergessran  pendekalan pembangunan  sektoral menjadi
pembangunan regional holistik, Pembangunan sekloral yang bercrientasi proyek
yang perancanaan, pelaksanaan, dan pendanaan, serta pengawasannya berasal
dari pusat harus digantikan dengan pendekatan regional,

Pambangunan  dengan cara  pandang regional  tidak  dimaksud
sezgdernana untuk menambah pendapatan daerah, tapi l2hin dimaksud untuk
mangakselzrastkan pambangunan ekenomi dafam wilayah. Hal ini hanya
dimungkinkan dengan pengamatan pada keunggulan komparalif vang dimiliki
oieh wilayah dalam kawasan uniuk selanjutnya mempermudah penggalian
peluang-peluang dalam preduks), dan penyadiaan jasa. dan mobilitas penduduk
sacara lzbih gfisien dan dilalari pemanaman dinamika sosial, budaya, dan politik

ingkup regional”.

"Braf O Emil Salim, Oonomi dzn haszaizhnya dalam Otonomi gatag Federalisme, 2000, suarn
Femoaruan. Jakarta, Hal 02

"lmiolikas pemoargunan regional lebih lznjut dapat dilihat dalar Avrom Bandavid-Val 1991, Ha
1336



Meningsalnya pendapatan dan belamja provinsi Riau secara drastis
Entunya akan meningkatkan laju perumbuhan ekanomi dasrahnya, Dana dalam
umlah yang sangat besar itu tentunya dapat diinvestasikan manjadi infrastruktur
dan prasarana industri baru pada daerah-daerah dalam provinsi Riau. Kemajuan
Riau dapat menjadi faktor pendorong pembangunan regional dalam Sumatera
Tangah.

Persoalannya sekarang ini adalah apakah terdapat suatu jalinan
koordinasi vang dimiiki cleh masing-masing dagrah. Kendati kita ketahu bhahwa
dalam jangka panjang koordinasi ni menjadi sangat penting. Seperti yang
diungkapkan cleh John Glasson bahwa-

aniara itwuan-tuyjuan ekonomi regional impen dapat teradi
pormentangan, Dalam hal horzon wakiu adalah penbing. ferutama
barkgnasn dengan pengalokasian invesias! antara dascak “kpat’
cdan dasrah vang emah’ investas! praferensal ke daerah-cdascah
yvang  lemah”  berdasarkan  pemimbangan kesdian dapat
membatasi pafumbuhan ekanom dalam jangka pendsé. karena
gengalokagsian separd! it dapal berad fidak  memanfaatkan
rENNLNTRN SKale exonomy dan dagrah-daerah “kuat” Alan tetapi
clalain angka panang keadaannys dapat Bedainan samsa sekalk
Karena dengan difilangkannya panghatann-nenghalang
penumbuhan df daerah YemahT dan pencegahan kemungkinan
kerugian diseconamics di daerah-tdaerah yvang kual tufuan-teivan

vahy herbagal macam ity Ssfu sama lain dapat menjadl zeras!
Atan kovissten”

Memang  diperlukan suatu peneltian  lebibh  lanjut  untuk  dapat
mengungkapkan bentuk kerasama apa yang dapal dikembangkan keliga
dazrah Persoalannya menjadi tidak sasederhana mengkalkulasikan potansi
exkonomi regional. namun lebih rumit lagi ketika harus dicarmati setting sosial,
budaya, dan dinamika politix yvang barkembang pada wilayah Sumatera Tengah

Dalam pznzltian ini agaknya harus dibedakan dalam mengkatsgorikan
kenasama sebagal suall proses bentukkan melalul transaksi antar penduduk
Fiau, Jambi. dan Sumbar dengan proses-proses yang lebih tsrinstiusikan
dengan pengemukaan peran pamerintah.

* Jahn Glassan, Pengantar Perencanaan Regional Terj. Paul Sitohang, 1977, Lembaga Penerbit
Farultas Ekaonomu Universitas Indonesia, hal, 13



Dengan menyempitnya ruang intervensi kebijakan psmenntah provins
zhadap kabupaten dan kota, maka mamang kewenangan untuk berkoardinasi
wenjadl sangal penting. Bargaining pemearintah provinsi justru tarletak pada
emampuan  menyediakan sarana, infarmasi, dan menawarkan agenda
wgasiasi yang lebih leas kepada daeran cidalam wilayahnya ke daerah di luar

Dalam acuan penyusunan dokumen pola dasar vang disampaikan melalui
Surat Edaran Mo, 050E29/1/Bangda cleh Departernen Dalam MNegen tahun 2000
sepada para gubernur dijgiaskan bahwa.

dalam proses penyusdnan Pola Dasar Pembangunan Daerah
Provinsi. pery pola diakekan koordinasi dan konsultas) fungsional
tengan daerah proving lainnya dalam rangea

mennakmadasikan  kepasama  pembangunan aniar  daarah
BrOVINS! SECATE SNErgis.”

Sehingga provins harus dapat berkoordinasi agar perencanaan dari masing-
masing dasran dapat lehin aptimal.
4. Tujuan Penelitian

1 mengetshui sansitivitas rencana pembangunan daerah Sumatera Barat

terhadapn perkembangan wilayah Sumatera bagian Timur,

isd

Mengetahui beberapa strategi dan langkah kebijakan daerah Sumatara
Barat dalam menanggapl perkembangan wilayah Sumatara bagian Timur.
% Mangavaluasi strateg dan langkah kebijakan rencana pembangunan
dazrah Sumatera Barat dalam menanggapl perkembangan wilayah
Sumatera bagian Timur
4 Membherikan beberapa rekomendas: yang tzrkainl dsngan strategi dan
langkah kebijakan dalam pembangunan daeran Sumatera Barat dalam
katerkaitannya dengan perkembangan wilayah sumatera bagian Timur
5, Kontribusi Penelitian
1. Penzlitian ini akan barmanfaat uniuk menjadi salah satu perimbangan
dalam menyusun langkah koordinasi wilayah Sumatera Tengah secara
lebih terpadu
Dari agenda permasalahan yang diangkat dapat dilanjutkan dangan

[

peneliian  yang lsbih terfokus dalam upaya pemecahan masalah

pengkoardinasian pembangunan Sumatera Tengan,



i. Metode Penelitian

Analisis  akan dilakukan dengan  menggunakan metods  kuantitatif

wecarhana dengan manggunakan teknik analisis isi terhadap data sekunder.

i.1 Sampling

hdalam penehfian ini secara purpoesif manggunakan dua dokumen
Propinsi Sumaters Baral yvang dianggap penting dalam meneniukan arigntas
pambangunan daerah, Yaiiu: (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi
2001 - 2005, dan (2) Pragram Pambangunan Dasrah {Propeda) 2001-2005.

Cokumen Pola Dasar merupakan penjabaran dari GBHM dan Propenas
dyadikan pedoman bagi pemerintah daerah serta seluruh masyarakal dasrah
dalam penvelanggaraan pemearintahan dan pembangunan dalam Ima tahun

Selanjutnya agar panaiitian ini lehit akurat maka digunakan pula dokumen
‘regram Pembangunan Dasgrah (Propedsa) 2001-2002 vang sekaliqus |jabaran
dar pola dasar pembangunan daerah 20071-2005 Dokumen Propeda memuat
nadaman dalam panyusunan program pembangunan daerah di dalam masing-
masing propinsi. Kedua dokumen ini bersifat mangikat karena ditetapkan aleh

Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6.2 Unit Analisis

Umit sampling adalah bagian dan realtas yang diamali alau bagian dari
sejumlah ungkapan bahasa darn dokumen. Yang dijadikan unit pengukuran
acalah semua kata, simbel, tema, dan bagian darn dalam dakumen

Analisis  isi secara  pragmatis  dilakukan  sehingga  proses
mengklasifikasikan tanda yang muncul adalah menurut sebab atau akibatnya
vang mungkin dikategorikan sebagai sebuah kebijakan dengan crientasi teftentu

Kategonsasi yang akan digunakan adalsh -

—_—

Indikas! Kewilayahan
2 Indikas: Kerjasama
2. Ekspaklasi Kerjasama

4. Tema-tama Kerjasama



6.3 Metode Pengukuran
Mengingat data relevan yang akan dikumpulkan “ternyata’ tidak ditemukan
secara intensif, dan dalam jumiah yang sangat terbatas. maka penelitian hanya

mencan frekuensi item yang termuatkan dalam dokumen.

a.4 Kategorisasi
Wilayah karaszama yang umumnya ditemukan dalam dekumen adalzh dalam
kategari.
Indikasi Kewilayahan
FPropinsi Tetangga

2 Sumatera Timur

3 Luar Negerr; IMT-IMS GT, ASEAN
Indikasi Kerjasama

1 Indikatf

2 Imparatid
Ekspektasi Kerjasama

1. Pembukaan

i~

Ferluasan
3, Pendalaman
Tema-tema Kerjasama
1.. Sosial
2 Budaya

3 Parivisata

1258

Ekonomi

LI

Lingkungan Hidup

)

Pandidikan

|

Ferkebunan dan Kehutanan

& Transporiasi



.5 Operasionalisasi Kategori

ategori yang dimaksudkan adalah dalam pamahaman berikut

5.1 Indikasi Kewilayahan

'ropinzl tetangga adalah setizp susunan kata yvang mengacu pada wilayah yang
ierbatasan dengan Sumbar tanpa mengikutkan kata yang spesifis dan prov.
Aau atau Jambi.

sumatera Timur adalan propinsi-propingi yang berbatasan di sebelah Timur
Sumbar, dalam hal ini adalzh propinsi Riau dan Jambi.

sementara Luar Mageri adalah daerah di luar kedautatan pemerintah Rl yang
namiliki keterkaitan hubungan dengan Sumbar seperti IMT-IMS GT. ASEAN,
tan AFTA.
£.5.2 Indikasi Kerjasama

Ferancanaan yang dapat digolangkan Indikatif jika hanya memuat petunjuk-
petunjuk umum dan sifatnya sebagai sumhber acuan

Parencanaan yang dapat digolongkan Imperatlif jika telah memuat pelunjuk-
satumux yang sudah barsifal konkrat

6.5.3 Ekspektasi Kerjasama

Warjasama yang dinarapkan untuk dimulai dalam suatu kerangka awal dialog
penjaakan dikategorikan sebagai Pembukaan Tahapan untuk Menindaklanjuti
kerjasama yang sudah dibuka hubungannya adalah tahap Perluasan. Lntuk
meningkatkan hubungan yang sudah ada dengan kambinas: sektor, pemingkatan
kuantitas. sera ndikast yang lebih serus dikategorikan sebagai Pendalaman,

5.5.4 Tema-tema Kerjasama

1. Sosial

¢, Budaya

3. Pariwisata

4 Ekonomi

5. Limgxungan Flidup
§. Pendidikan

FParkebunan dan Kehutanan

|

2. Transportas



2ma kernasama in adalah sekior dalam pembangunan yang dimaksudkan
ntuk dikembangkan. Secara umum indikatornya adalah termuatnya isu-isu
imaksud pada rencana kerasama.

Impamanya adalah Kerasama bidang ekonomi adalah kerjasama yang
1zliputt bidang perdagangan, perindustrian, penanaman medal,

.erjasama bidang pariwisata adalah kerfasama dalam upaya peningkatan
amlak pangunjung wisata pada masing-masing daerah dengan memanfaatkan
wtenst  wisatawan daerah propinst  Sumatsra Timur baik lokal atau
nancansgara

<enasama bidang transpertasi adalah cpaya kerjasama dalam meningkat<an
jsksesinlitas daerah segiliga  propinsi Sumbar, Riau dan Jambi dengan
nemanfaalkan moda angkulan daral, dan udara, serta sungai

7. Jadwal Pelaksanaan

Penaltian vang semula dijadwalkan dapgat terselesaikan dalam jangka waktu &
Bulan berakhir pada bulan Oktober 2001 ternyala mengalami keteriambatan
karena harus menunggu disyahkannya dekumen yang menjadi informasi uiama
dalam panslitian, PROPEDA Sumatera Barat 2001-2005

E. Personalia Penelitian

- No. Nama Gaol. Jabatan Bid. llImu
. YaopiFeatrian.5.1P a Ketua Pclitik
2 Rico Candra IMahasiswa  Anggota Fualitik
Dra. Ranny Emilia. M. Phil ld Pembimhbing Folitik

9, Hasil Penelitian
9.1 Pendahuluan
Menjad sangal berarti bage kita untuk mamperkirakan kesesuaian konieks
xezkinian perkembangan regional Sumaiera Tengah dengan arah perencanaan
pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Sumbar. Untuk itu
Paraturan Daesran No. 10 Tahun 2001 fentang Pregram Pembangunan Daerah

{Prooada) Propinsi Sumatera Dasrah Sumatera Barat tanggal & Movember 2001



ipal  dijadikan  acuan dalam  memperkirakan beberapa  kecenderungan
snijakan yang akan diamiil oleh permerintah untuk interval waktu 2001-2005%

Dengan keempat propinsi yang berbatasan wilayahnya, Sumatera Utara,
au, Jamoi Bengkulu, tampaknya Pemernintah dasrah Provinsi Sumbar harus
ienentukan bebarapa fokus pengembangan wilayah, Dengan pertimbangan
smudahan akses lransportasi, lingkal perumbuhan, kernasama wang telah
arbangun selama ini maka propinsi Riau dan Jambi hares menjadi  perhatian
tarma untuk arah pengembangan pembangunan di masa depan

Dan s=gi kepantingan ekonomi, pemerintah Sumbar harus dangan el
nelihat kecenderungan meningkat drasbsnya pembangunan dasrah Riau dan
ambi seiring dengan relatif basarnya alokasi dana pembangunan daerah
=tangga tersebut Sepertl yang dapat dilihat pada Tabel 1, AFGD pada tahun
088/1%29 propins: Riau teiah mengalami peningkatan hingga 550% sejak tahun
19331984, Sementara dengan besaran yang hampir bersamaan hanya
nengalami peningkatan 147%. Prapinsi Jambi relatif lebih bak dan Sumatera

Saral karena berhasil mencapai 230%,

Tabel 1.

APBO Tabun Tarakir PELITA A

rdabarm pula rupizh)

198311084 10881980 199371904 10981988 | %
' [ [ FKanakan
Sumut 130630 A0 531 466710 47 210 187%
Sumbar | GB.427 &7 R G5 070 1R56LT 1455,
Riau 55166 | GO.25% 731830 | 358457 5509
Jambi 78,142 DA ~ 84130 | 125248 2305
Bengkulu 24 BES 26837 | 81050 07527 333%

Sumber : Dizlzh dar Pembangunan Daerah Dalam &ngka 2000, Bapoenas

" Linat Propada, hal 1



Crari seqi Penanaman Modal Azing (PMA) pada tahun 1998/1999 Propinsi
au bersama-sama dengan propinsi Jambi mencatatkan angka yang luar biasa
zsing-masing 18 Trilyun dan 4.3 Trilyun Rupiah. Sementara Propinsi Sumatera

zrat hanya mencatatkan nilai sebesar 885 Milyar Rupiah.

Tahel 2.

Faonanaman Modal Asing
Tahun Terakhic PELITA (1141
Idalam juia U3S)

198311904 | 1988/1989 | 199311984 (1 | 19981399 (I} | % (kII)

. B F— | Kenakan
Surut 2098 2539 2524 10354 130
Sumbar 3l : 64 211 , 355 215
Riau 342 g | 1118 | iz 1530
Jambi 22 24 24 433 [ 1704
Benghkuluy 3.0 0.a 3 250 | 233

umiber Qiglan dati Pembangunan Daerah Dalam Angka 2000, Bappenzs

2 Analisa |si

2.1 Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 -
00s.

lan ohsersas pada teks Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera
rarat 2001 - 2005 didapatkan bebarapa catatan berikut ini

Indikasi Kewilayahan

Propinsi Tetangga | Sumatera Timur Luar Negeri

Frekuans: 7 - fr=s= 3

vlinya, bekerjasama dengan pihak luar negen, dalam hal ini dalam konteks [MS-
AT GT ataupun AFTA, lebih diminati dibandingkan dengan mengembangkan
olenst yang ada pada wilayah Sumatera Timur ataupun dengan Sumatera
lara dan Jambi.

Indikasi Kerjasama

Indikatif ‘Imperatif

Frakuens: g= 4




=rasama yang dimaksud sudah dalam keinginan untuk ditindaklanjuti pada
'oqgram yana lebih cperasional.

Ekspektasi Kerjasama

Pembukaan Perluasan | Pendalaman

Frakiens - 3 1

grasama yang ada ksbanyakan sudah dibuka dan perlu ditindaklanjuti serta
ingkatkan derajat kenasamanya.

Tema-tema Kerjasama

Tema ~ Frekuensi
Sosial 2
"Budaya | 1

Fariwisata i ]
"Ekenomi 3

Lingkungan Hidup | :
Pendidikan 1

Transportas: z

douf ekanami menjadi madus pada tema kenasama yang ingin dikembangkan
tleh pemernntah. Disusul oleh bidang sosial, budaya dan pendidikan

1.2.2 Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumbar Tahun 2001-20085.

Jarl observasl atas  teks Program Pembangunan Dasrah (Propeda) Propinsi
sumatara Barat 2001 — 2005 didapatkan bebarapa catatan barikut ini.

Indikasi Kewilayahan

' Propinsi Tetangga | Sumatera Timur | Luar Negeri |

‘rekuensi A | g I 3 |

Yrlinya, bekerjasama dengan pihak luar negeri, dalam bal ini dalam konteks [MS-
WMT GT ataupun AFTA, lebin diminati dibandingkan dengan mengembangkan
wtanst yang ada pada wilayah Sumatera Timur ataupun dengan Sumatera
dtara dan Jambi



Indikasi Kerjasama

Indikatif Imperatif

Frekuansi 12 . 15

erjasama yang dimaksud sudah dalam keinginan untuk ditindaklanjuti pada
ragram yang lebih operasional.

Ekspektasi Kerjasama

Pembukaan Perluasan | Pendalaman |

Frekuensi 1 : T [ &

erjazama yang ada kebanyakan sudah dibuka dan perlu ditindaklanjut sema

ihingkatkan dergjat karjasamanya

Tema-tema Kerjasama

Tema Frekuensi | Yo

Sosial 1 1
Budaya 1 i
Pariwisaia & 14
Ekanomi 18 ; 45 |
Lingkungan Hidup | 2 B |
Pendidikan = 7|
MSi g

I Umum B |

Tetif ekonomi menjadi madus pada tema kerasama yang ingin dikembangkan
leh pemenniah hingga mencapai 49%. Disusul oleh bidang pariwisata, dan

ngrungan hidup, transportasi, sesial, budaya dan pendidikan



nterpretasi dan Rekomendasi
Interprotasi
Sgcara umum orentasi pembangunan kewilayahan tergambarkan pada

bagian yang diszbul sebagal Kerjasama Peambangunan. Koordinasi mealiputi
azama  luar negeri dan kerjasama antar dasrah dan wilayah. Meskipun pada
ian lain dan naskah Propeda perinal kerjasama imi juga disinggung elzh
vak seklor diantaranya Pembangunan Ekonomi, Penataan Ruang dan
ingkatan  Kapasitas  Pembangunan  Wilayah, sera Pembangunan
astruktur dan FPengelelaan Sumber Daya Alam namun payung dari barbagai
tar wang terkait dengan kerasama regional adalah pada bagian Kerjasama
nbangunan.

Dari penelitizn yang mencoba mengumpulkan dan menganalisis is setliap
1an yang dapat dikategorikan sebagal program kerasama pernbangunan,
lapat beberapa hal yang amat penting untuk diperhatikan Diantaranya
ilah
tama. identifikast wilayah kerjasama tarlihat belum fokus =ehingga seringkall
t membedakan priantas mana yang hendak dicapai. Kerjasama dengan
kup wilayah luas yang digagas dengan konssp pembangunan segitios
onesia, Malaysia, Singapura {IMS3-GT) ataupun Indanasia, Malaysia. Thailand
T-3T) s=ringkali terkesan menjadi ebih penting kebmbang kerjasama dengan
pinsi tetangga Riau, Jambi, Bengkulu, ataupun Sumatera Utara. Meski dapat
ahami bahwa konsep kerasama IMS-GT dan IMT-3T sebenarmya melibatkan
tmpat propinst telangga yang  lerssbutkan tadi namun kenyataannya
=butkan bahwa salah satu misi pembangunan daerah adalah.

ndorenigkalkan  kegazames Jwar neger,  lerclama  dalam kerangka  Zeginga

Fertumbuhan dengan negara-nagara ASEAN, reqasema Asa-Kyushe yang telak

dicielis sglama ind dan mengembangkan kerjasama infernasiohal lamnva guna

MERIIDNG Qr358s FEmMEangunan daaraf’

1 bandingkan dengan wis: pembangunan ekonomi yang membadakan konsep

-IMS-GT dengan kernasama dengan propins tetangga

wat Progeda 2001-2005. kal 3



tercapainya Suaty fahap pembangunan ekondsi yang maju bordasackan
eranom kerakyalan dengan saling kelerganfungan vang erst GENgan proping!

telangga dan negara anggora IMS-IMT-GT
dua  tidak adanya bangun fungsi koordinatif yang baix di tingkat propinsi
‘nyebabkan berbagai identifikasi sektor kenasama seringkali hanya sampai
da analisis potensi, tantangan, atau peluang namun luput pada breskdown
tuk level strategl kehijakan dan program pembangunan,
aelain ilu persoalannya menjadl tidak sesederhana mengkalkulasikan
tens) ekonomi regianal, namun lgbih rumit fagr ketika harus dicermati satting
zial. budaya, dan dinamika politik yang berkembang pada wilayah Sumatara
ngah. S2hingga bangunan koordinatif tersebut dapat memberikan kantribusi
ng lebih signifikan ketimbang tidak adanya intervensi dan pamerintah.
:tiga, belum terlibat adanya minat unfuk menjalankan inisiatif yang lebin jauh
rn pemeriniah Sumbar sendiri terhadap pembangunan kawasan yang berbatas
ngan Riau dan Jambi, bahkan terkesan yang lebih diandalkan adalah Farum
:nazama Pembangunan se-Wilayah Sumatera Padanal sudah disadar bahwa
~dapal keunggulan komparatf yang dimiiiki propinsi Sumatsra Barat
Fambanginan kawasan Sumatera Bagan Tonee yang reiatil Ndak sesuan wnluk
peranan araman Langan seavHL .'Z"Z"l_"."ﬂ_:,-'E:L!'.EI.:-: A0 cerpat rEEreas A seTa sogk
keragaman Cahean lambang merigakan pasar Gesar tage pengembangan sskior
larsabul diatas
.2 Rekomendasi
artama. harus segera dibentuk suatu lembaga koordinatif yang mealibatkan
ian stake holder yang berkepentingan dalam kerjasama antar wilayah
smibar, Rigu dan Jambi. Meskipun tanpa keseraan pemearintah transaksi aniar
nduduk Riau, Jambi, dan Sumbar dapat terus dapat berjalan, namun dengan
os2s-proses yang lebih tennstitusikan dan didukung berbagai kebijakan
firmative dari pemerinlah masing-masing daerah tentunya hasil yang akan

dapat berlipat ganda, selanjutnya

3d, hal ¥



dua, pemerintah daerah Sumbar bersama dangan organisasi-organisasi
rgyargkat harus leading dalam upaya pembentukan lembaga koardinas
sebut dengan proposal yang sudah sampai kepada acuan teknis, termasulk
lalamnya

:tiga, pengembangan lebin lanjut dari kesadaran akan perbedaan keunggulan
layah Sumbar, Riau dan Jambi sehingga memungkinkan terjadinya
wronisasi dalam pengembangan kualitas produk-produk regional, Pada tingkat
ing tebdh luas sinkronisasi tersebut dapat memperkcat bargaimng wilayah
antai Timur Sumatera dalam MS-IMT GT.

eempat. farum IMS-IMT GT harus diperhatikan secara strategis sebagai
seadahan kesepakatan antara negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan
ingapura. Arlinya, k2rjasama IMS-IMT GT bukan saja aklualisasi kepentingan
asing-masing propinsi yang ada di dalam forum kerjasama seqitiga Sehingga
elima, pemernntah Sumbar harus menepis kesan ataupun g2jala yang dapat
sy persaingan yang tidak perlu diantara oropinsi Fiaw, Sumbar dan Jamb:
entunya beberapa rekomeandasi i akan bermanfasl seandainya didalam
encana Pambangunan Tahunan Dasrah tahun 2002 ihwal diatas dapat
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